
    

 

WALI KOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  WALI KOTA  MOJOKERTO 

NOMOR 13  TAHUN  2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO  

TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                                                                                                                                  

WALI KOTA MOJOKERTO, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan 

Kota Mojokerto Tahun 2025 dan agar pelaksanaannya 

dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan 

serta guna memberi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali 

Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025; 

SALINAN 

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



-    - - 2 - 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);     

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3242); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

  7. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

  10. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSrE.



-    - - 4 - 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1781); 

  16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E: 

  17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E); 

  18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 4); 

  19. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 

2023 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 

(satu) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun            

2024 – 2026, yang selanjutnya disebut dengan RPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah 

daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disebut RENSTRA PD, adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota 

Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 

yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2025. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak 

tahun 2025. 

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
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11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Perangkat Daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal  2 

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPD dan hasil 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

dengan mengacu pada RKP, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis 

daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan 

rancangan RENJA-PD.  

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 

evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan 

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

 

Pasal  3 

(1) Penetapan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai 

pedoman dalam penyusunan: 

a. penyempurnaan Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 

2023; dan 

b. KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam rangka 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025. 

(2) Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang 

sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan 

nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 
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BAB II 

SISTEMATIKA 

 

Pasal  4 

(1) Sistematika dokumen RKPD Tahun 2025 meliputi: 

a. BAB 1 : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, dasar hukum, 

hubungan antar dokumen, maksud dan 

tujuan, serta sistematika penulisan; 

b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Memuat gambaran umum kondisi daerah, 

evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan 

daerah Tahun 2023, serta permasalahan 

pembangunan daerah; 

c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah 

dan arah kebijakan keuangan daerah; 

d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 

Memuat Tujuan dan Sasaran 

Pembangunan, Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Tahun 2025; 

e.  BAB 5 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 

Memuat program dan kegiatan prioritas 

RKPD Tahun 2025; 

f. BAB 6 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERIN-

TAHAN DAERAH 

Memuat penetapan Indikator Kinerja 

Utama dan Indikator Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 

g. BAB 7 : PENUTUP 

(2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Pasal  5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan  di    Mojokerto 

pada  tanggal 5 Juli 2024 

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

MOH. ALI KUNCORO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 5 Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

GAGUK TRI PRASETYO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO, 

ditandatangani secara elektronik 

AGUS TRIYATNO, S.STP. 

Pembina 
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NIP 19840331 200312 1 001 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 13 

 

salinan  utuh  dapat  diunduh  pada  http://gofile.me/6FuWI/LSwf9OcEC  atau 
dengan memindai kode QR berikut ini.




